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ABSTRAK 

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
(DPRD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PATRICK MARCOS LECH WALESA NABABAN 

patrick.nababan@gmail.com 

Kata Kunci : Kinerja DPRD, Fungsi Legislasi 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan 
Riau mulai melaksanakan tugas pada tanggal9 September 2014 berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.213361 Tahun 2014 Tentang 
peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau peri ode 2014-
2019. DPRD Provinsi Kepulauan riaua memiliki tiga fungsi pokok yaitu fungsi 
Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasinya. 
DPRD Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan produk hukum berupa Peraturan 
Daerah (Perda). 

Untuk melihat kineija DPRD Provinst Kepulauan Riau, tesis ini 
membatasi penelitian hanya pada fungsi legislasi yang mendeskripsikan kinerja 
DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggunakan teori Hersey,dkk. Penelitian ini 
dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengang menggunakan 
metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknlk pengumpulan data 
adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh, akan dianalisis secara 
kualitatif deskriptif 

Dari basil penelitian diketetahui bahwa kinerja DPRD Provinsi Kepulauan 
Riau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dari 17 ranperda yang 
disepakati, hanya dapat diselesaikan 13 ranperda yang disahkan menjadi Perda. 
Minimnya anggaran, dan waktu yang dimiliki menjadi salah satu penyebab tidak 
tercapainya target yang diterapkan. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS PERFORMANCE OF THE PARLIAMENT REGIONAL PEOPLE 

REPRESENTATIVE COUNCIL RIAU ISLAND PROVINCE 

PATRICK MARCOS LECH W ALESA NABABAN 
patrick.nababan@gmail.com 

Keyword ·. Analysis Performance of The Regional People's Representative 
Council. (DPRD), The Function of The Regional People's Representative Council 
(DPRD) Legislation. 

Member of The Regional People's Representative Council (DPRD) Riau Island 
Province was working by Regional Govennent Chair of Law Number 161.213361 
Year 2014. The Regional People's Representative Council (DPRD) Riau Island 
Province has three principal functions, namely the formation of legislation, 
budgeting and oversight. In carrying out the functions of Legislation of The 
Regional People's Representative Council (DPRD) Riau Island Province as a 
legalization agency in region, whose function is to form a legal product area. The 
study aims to describe of perfonnance The Regional People's Representative 
Council (DPRD) Riau Island Province as special legislation. This research was 
conducted in the Secretariat The Regional People's Representative Council 
(DPRD) Riau Island Province. This Study using interviews method, observation 
and study of literature,data collection techniques is primary data and secondary 
data. The data obtained will be analyzed qualitatively descriptive. 

From the results, of this research is that The Regional People's 
Representative Council (DPRD) Riau Island Province in exercising their 
legislation cannto meet agreed standards. The draft are agreedin the regional legal 
products by 17 (seventeen) proposed regulation. Of the (seventeen) draft, 13 
(thirteen) dratl regulation were discussed and approved regulation. The lack of 
budget and the time it has to be one of the causes of not achieving the targets 
applied. 
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BAB IV 

BASIL PENELITIAN DAN PEMBABASAN 

A. Deskripsi Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Dewan Perwa kila n 

Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 

1. Gambara n Umum Provinsi Kepulauan Riau 

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 

25 tahun 2002. Pada awalnya, Provinsi ke-33 ini terdiri dari 2 ( dua) Kota (Kota 

Batam dan Kota Tanjungpinang) serta 3 (tiga) Kabupaten (Kabupaten Kepulauan 

Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna). Pada tahun 2003, Kabupaten 

Kepulauan Riau dimekarkan menjadi Kabupaten Lingga dan Kabupaten 

Kepulauan Riau (yang berganti nama menjadi Kabupaten Bintan pada tahun 

2006). 

Dalam perjalanan waktu, Kabupaten Natuna kembali mengalami 

pemekaran pada tahun 2008 menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten 

Kepulauan Anambas. Sehingga saat ini (20 18), Provinsi Kepulauan Riau terdiri 

dari 2 (dua) kota dan 5 (lima) kabupaten. 

Sesuai dengan Undang-undang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 

luas wilayahnya adalah 425.124,67 Km dimana luas lautannya 417.006,06 Km2 

(98,09%) dan sisanya seluas 10.595,41 .Km (1 ,9 1%) merupakan wilayah daratan, 

dimana terdapat 59 kecamatan yang terdiri dari 353 Kelurahan I Desa. Adapun 

Ibukota Provinsi di tetapkan di Kota Tanjungpinang. Sedangkan Kota Batam 

dijadikan pusat pengembangan industri, perdagangan bersama dengan Kabupaten 

Karimun. 
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Gambar 4.1 menarnpilkan kabupatenlkota yang tennasuk dalarn wilayah Provinsi 

Kepulauan Riau beserta letak geografisnya. : 

Gam bar 4.1 
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau 

-~ . 

l'lil'<\ 1\,\'f,\.'i \\'li.AV.\11 
f'IUJ\ '-'.!>! ~trl'l,\t ',I...'OIRL\l ..... 

II ,, 

. --

Sumber : kepriprov.go.id 

...... --

--,_ 
~~-

. \~ 
• 1-t 

.. 

.. _...... ..... -........ 
'V - ... 

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada lokasi yang sangat strategis yakni 

berada di wilayah perbatasan antar negara, bertetangga dengan salah satu pusat 
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bisnis dunia (Singapura). Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak 

antara 0'40' LS dan 07'19' LU serta antara 103"3' - 110'00' BT dengan batas 

wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara 

Sebelah Selatan 

Sebelah Barat 

Sebelah Timur 

: Negara Vietnam dan Negara Kamboja 

: Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi 

: Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau 

: Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat 

Dengan motto berpancang " Berpancang Amanah, Bersauh Marwah" 

Provinsi Kepulauan Riau bertekad membangun daerahnya menjadi salah satu 

pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai­

nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas dan 

berakhlak mulia. 

Sebagai subyek maupun obyek pergerakan roda pernbangunan suatu 

wilayah, penduduk merupakan aset yang utama. Begitu pula dengan Provinsi 

Kepulauan Riau mernbutuhkan Surnber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan 

berdaya saing agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Menurut data 

Kemendagri pada tahun 2015 lalu, jumlah penduduk paling banyak berada di Kota 

Batam dengan jumlah penduduk mencapai 1.030.529 jiwa. Selanjutnva 

Kabupaten Bintan 143.267 jiwa, Kabupaten KarimWl 237.168 jiwa, Kabupaten 

Lingga, 88.711 jiwa, Kabupaten Natuna 72.450 jiwa, Kota Tanjungpinang 

203.153 jiwa dan Kabupaten Anarnbas 45.326 jiwa. Adapun total penduduk Kepri 

secara keseluruh mencapai 1.817.604 jiwa. 
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Bi1a jum1ah penduduk dibandingkan dengan 1uas wi1ayah, maka didapat 

suatu indikator yang menggambarkan tingkat kepadatan penduduk (population 

density). Untuk wilayah Kepulauan Riau yang didominasi oleh perairan laut, luas 

wi1ayah yang dibandingkan hanya 1uas daratannya saja yaitu se1uas 10.595,41 

km2
. Secara wnwn tingk:at kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau 

masih tergo1ong jarang yaitu 168 jiwa!krn2 Dilihat dari sebarannya, jum1ah dan 

kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tidak merata dan sangat 

bervariasi antar Kabupaten/Kota. Kepadatan penduduk yang tinggi seperti disebut 

sebelumnya tersebar di Kota Batam, dan Pulau Bintan (Kabupaten Bintan dan 

Kota Tanjungpinang). 

Dilihat dari struktur perekonomiannya, sektor industri pengolahan 

merupakan sektor yang paling dominan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 

2010 1a1u dengan kontribusi sebesar 47.56 persen terhadap kese1uruhan 

perekonomian. Sektor lainnya yang penting ada1ah sektor perdagangan, hotel dan 

restoran yang memberikan kontribust sebesar 25,22 persen. Gambaran ini 

menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau masih 

berbasis industri, perdagangan dan pariwisata. Atas dasar inilah, maka program 

legislasi yang dihasilkan oleh DPRD Kepri harus berdasarkan kebutuhan 

masyarakat dan dunia usaha. 

2. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau 

Seperti yang telah dibahas di bah terdahulu, lernbaga perwakilan rakyat 

daerah merupakan salah satu saluran pe1WUjudan perwakilan kedaulatan rakyat di 
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daerah. Secara yuridis formal, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau mulai 

me1aksanakan tugas pada tanggal 9 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Da1am Negeri Nomor 161.213361 Tahun 2014 Tentang peresmian 

Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2014-2019. 

Adapun anggota DPRD Provinsi Kepu1auan Riau periode 2014-2019 

berjumlah 45 orang. Secara rinci komposisi keanggotaan DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut : 

No 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Tabel4.1 
Komposisi Keanggotaan 

DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

Partai 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Partai Go1ongan Karva (Go1kar) 
Partai Demokrat 
Partai Hati Nurani Rakvat (Hanura) 
Partai Keadi1an Sejahtera (PKS) 
Partai Gerakan Indonesia Rava (Gerindra) 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Partai Amanat Nasiona1 (PAN) 
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Jurn1ah 
Sumber : Sekretanat DPRD Prov1ns1 Kepulauan Rmu, 2014 

Jumlah Kursi 
9 
8 
7 
5 
4 
' , 
3 
2 --
2 
2 
45 

Dalarn Pernilu 2014 lalu, KPU Provinsi Kepulauan Riau menata Daerah 

Pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Rmu menjadi 7 (tujuh) wilayah. Hal ini 

tertuang dalam Pcraturan KPU Provinsi Kepri Nomor 5 Tahun 2013 Tcntang 

Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 

Adapun prinsip penyusunan wilayah im mengacu kepada kesinambungan 

Dapil 2009, kcsetaraan nilai suara, ketaatan sistem pemilu yang proporsional, 

integritas wilayah yang sama dan kohesivitas. Adapun kohesivitas yang 
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dimaksud adalah penyusunan daerah pemihhan memperhatikan sejarah, kondisi 

sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Secara rinci, komposisi asal 

anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan daerah pemilihan disajikan 

dalam label 4.2. 

Tabel4.2 
Wilayah Pemilihan DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

Berdasarkan Daerah Pemilihan 

Wilayah Pemilihan Daerah Pemilihan Jumlah Kursi 

Kepri 1 Kota Tanjungpinang 5 

1- -· -·-·~-· t-- -· ·-- ------
Kepri 2 Bintan dan Lingga 6 

Kepri 3 Karimun 6 

Kepri 4 BatamA 10 

Kepri 5 Batam B 10 

Kepri 6 Batam C 5 

1- Kepri 7 Natuna - Anambas 3 

--~--·· 

Jum1ah 45 

Sumber. Sekretanat DPRD Provmst Kepulauan Rtau, 2014 

Pemilu legislatif yang dilangsungkan serentak 9 April 2014 lalu 

menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka disini 

adalah sistem pemilihan dimana rakyat diberikan kesempatan untuk memilih 

secara langsung calon wakilnya di tiap-tiap tingk:atan. Sistem proporsional ini 

bertujuan untuk rneningkatkan kedekatan antara konstituen dengan wakilnya. 

Dengan begitu, akuntabilitas wakil rakyat dalam melaksanakan fungsinya 

terhadap rakyat semakin nyata. 
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Adapun komposisi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan 

jwnlah suara, Dapil dan asal Partai Politik yang diperoleh disajikan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel4.3 
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri I 

Dapil Kepri 1 (Tanjungpinang) 

No Nama Partai Politik Jumlab Suara 

I Yuniami Pustoko Weni PDIP 10.598 

2 Teddy J un Askara Golkar 6.727 

' Husnizar Hood Demokrat 5.144 0 

----· --· 
4 Sarafuddin Aluan PPP 6.190 

5 Rudi Chua Hanura I 0.454 

Sumber: kpu.go.Id 

Tabel4,4 
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 2 

Dapil Kepri 2 (Kab. Bintan dan Kab. Lingga) 

f------
No Nama Partai Politik Jumlab Suara 

I Susilawati Nasdem 8.203 

2 Hanafi Ekra PKS 5.237 

--
3 Tawarich PDI-P 2.831 

----
4 Dewi Kwnalasari Golkar 15.544 

5 Apri Sujadi Demokrat 15.027 

6 Harliyanto Hanura 6.768 

Sumber: kpu.go.td 
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Tabel4.5 
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 3 

Dapil Kepri 3 (Kab. Karimun) 

No Nama Partai Politik Jumlah Suara 

1 Rocky Marciano Bawole PKB 5.148 

2 lskandarsyah PKS 6.963 

3 Ery Suandi PDI-P 3.433 

4 Raja Bakhtiar Golkar 7.302 

5 Joko Nugroho Demokrat 4.371-~ 

6 Jusrizal Hanura 4.528 

Sumber: kpu.go.Id 

Tabel4.6 
Jumiah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 4 

Dapil Kepri 4 (Batam A) 

No Nama Partai Politik Jumlab Suara 

I Sirajuddin Nur PKB 2.516 

2 Abdul Rahman PKS 4.120 

--
3 Widiastadi Nugroho PDI-P 10421 

4 Sahat Sianturi PDI-P 7.984 

--------------· ----·- --··-
5 Asmin Patros Golkar 13.667 ' 

---- --

6 Thomas Suprapto Golkar 3.689 

7 Asnah Gerindra 8.157 

--
8 Surya Makmur Nasution Dernokrat 5.865 

--- ---

9 Danir Tan PAN 3600 

--·- -- --
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10 Sukhri Fahrial Hanura 2.992 

Sumber : kpu.go.id 

Tabel4.7 
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 5 

Dapil Kepri 5 (Batam B) 

No Nama Partai Politik Jumlah Suara 

I Sahmadin Sinaga Nasdem 5.628 

-
2 Maaz lsmasil PKB 4.437 

3 Suryani PKS 5.186 

4 Jwnaga Nadeak PDI-P 6.733 

5 Rizki Faisal Golkar 12.362 

6 Onward Siahaan Gerindra 10.599 

7 Rotman Hutapea Demokrat 9.696 

8 Alex Guspeneldi PAN 7.195 

9 lrwansyah ppp 14.273 

---------
10 Amir Hakim Sire gar Hanura 2.395 

·-
Sumber : kpu.go.Id 

Tabel4.8 
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 6 

---
Dapil Kepri 6 (Batam C) 

No Nama Partai Politik 
I 

Jumlah Suara 

-- ·-·· 
I Saproni PDI-P 8.049 

. 6.205·--2 Ruslan Kasbulatov PDI-P 

f---- - -

3 Taba Iskandar Golkar 6.819 

-- -- . --------·--
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4 Ririn Warsiti Gerindra 3.445 

5 Afrizal Dachlan Demokrat 5.469 

---- ---"-, 
Sumber : kpu.go.1d 

Tabel 4.9 
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 7 

Dapil Kepri 7 (Kab. Anambas dan Kab. Natuna) 

No Nama Partai Politik Jumlah Suara 

I Taufik PDI-P 4.216 

2 Sofyan Samsir Golkar 6.855 

3 Erianto Demokrat 6.209 

Sumher. kpu.go.Id 

3. Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau 

a. Pimpinan DPRD 

Berdasarkan tabel 4.1, Partai PDT~P berhasil memperoleh kursi terbanyak 

dengan sembilan kursi, disusul oleh Partai Golkar dengan delapan kursi, 

Demokrat enam kursi dan Hanura lima kursi. Pimpinan DPRD merupakan alat 

kelengkapan DPRD yang bersifat kolektif kolegial yang mencerminkan dari 

anggota DPRD yang di DPRD. Keputusan DPRD Kepulauan Riau Nomor I 

Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rah:yat Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau pasal 37 ayat (2) bahwa pimpinan DPRD berasal dari partai 

pohtik herdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Dalam hal terdapat lebih 

dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana 
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dimaksud pacta ayat 3 (tiga), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari 

Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak. Partai politik yang berhak 

mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud, menyan1paikan 1 

(satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk 

diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripuma DPRD sebagai ca1on pimpinan 

DPRD. Selanjutnya, pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon 

pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur untuk 

diresmikan pengangkatannya. 

Adapun tugas pirnpinan DPRD sebagaimana diatur dalam pasa1 41 ayat 1 

Tala Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau (2014: Hal29) 

L Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil 

keputusan; 

2. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara 

ketua dan wakil ketua: 

3. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan 

materi kegiatan dan alat kelengkapan DPRD; 

4. Menjadijuru bicara DPRD; 

5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; 

6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lcmbaga/instansi lainnya; 

7. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya 

sesuai dengan keputusan DPRD; 

8. Mewakili DPRD di Pengadilan; 

9. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi a tau 

rehabilitasi anggota scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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10. Menyusun dan membahas rencana anggaran DPRD bersama pimpinan frak.si, 

pimpinan alat kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD yang pengesahannya 

dilakukan dalam rapat pari puma internal; 

II. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripnrna DPRD 

dalam yang khusus diadakan untuk itu. 

Berikut ini susunan pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa Jabatan 

2014-2019 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel4.10 

Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2014-2019 

NO NAMA JABATAN FRAKSI 

1 Jumaga Nadeak,SH Ketua PDIP 

2 Riski Faisal, SE,MM Wakil Ketua I Golkar 

3 Husnizar Hood,S.Ip Wakil Ketua II Demokrat 

4 dr.Amir Hakim Siregar Wakil Ketua III Hanura Plus 

Sumber. Dokumentas1 Sekretanat DPRD Provms1 Kepulauan Rtau 2016 

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa unsur pimpinan DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau masa jabatan 2014-2019 adalah, Jumaga Nadeak, SH sebagai 

ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau bcrasal dari fraksi PDI-Perjuangan, Riski 

Faisal,SE,MM sebagai Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau berasal dari fraksi 

Golkar, Husnizar Hood, S.lp berasal dari fraksi Demokrat dan dr.Amir Hakim 

Siregar, S.PoG yang berasal dari fraksi Hanura Plus. 
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b. Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat 

tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotan DPRD. Badan 

Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah 

anggota dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD. Susunan 

keanggotan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah 

terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran dan Fraksi. Ketua dan 

wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyarawah 

merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan 

Musyawarah dan bukan sebagai anggota. 

Badan musyawarah DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam 

pasal47 ayat I Tala Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau (2014; Hal32) yaitu 

1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa 

persidangan, atau sebagian dari satu masa sidang, perkiraan waktu 

penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan 

peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripuma 

untuk mengubahnya; 

2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis 

kebijakan yang rnenyangkut pelaksanaan tugas dan wewcnang DPRD; 

3. Mcminta dan atau memberikan kcsempatan kepada alat kelengkapan 

DPRD yang lain untuk. memberikan keterangan atau penjelasan mengenai 

pelaksanaan tugas masing-masing 
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4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD, memberi saran atau pendapat 

untuk memperlancar kegiatan; 

5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan; 

6. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada 

Badan Musyawarah. 

Dari uraian tugas diatas, Badan Musyawarah DPRD merupakan suatu 

wadah DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagairnana yang telah 

diatur sesuai dengan tata tertib DPRD yang telah disepakati secara bersama 

diawal masa jabatan DPRD. 

c. Komisi 

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan 

dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota 

DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Dan 

untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau, jumlah komisi sebanyak empat komisi. 

Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama. Ketua, Wakil Ketua dan 

Sekretaris komisi dipilih dalarn rapat komisi dari dan oleh anggota Komisi 

berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat yang dipirnpin oleh pimpinan 

DPRD dan dilaporkan dalam panpurna DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam 

komisi dan perpindahannya ke komist lain didasarkan atas usul fraks1 dan dapat 

dilakukan setiap awal tahun anggaran. 

Keanggotan dalarn komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas 

usul fraksi pada awal tahun anggaran. Masa tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 

Komisi dan anggota Kornisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. 
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Sedangkan anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota 

komisi yang digantikan. 

d. Bad an Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau yang sering disingkat 

Bapemperda merupakan alai kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk 

dalam rapat Paripurna DPRD. Adapun susunan dan keanggotan Badan 

Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada JJermulaan masa keanggotan 

DPRD dan pennulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah ditetapkan secara proporsional menurut perimbangan dan 

pemerataan jumlah kornisi sesuai dengan jumlah anggota fraksi dalam rapat 

paripuma. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing­

masing fraksi. 

e. Badan Anggaran 

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap 

dan dibentuk olch DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota 

Badan Anggaran diusulkan oleh masmg-masmg fraksi dengan 

mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan jumlah 

anggotanya paling ban yak setengah dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil 

Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap 

anggota. Susunan dan keanggotaan ketua dan wakil ketua badan anggaran 

ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah 

sckretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota. Penempatan anggota 

DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD 
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lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun 

anggaran. 

Badan anggaran mempunyai tugas membahas bersama Pemerintah Daerah 

untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon 

anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan 

setelah mendapatkan masukan dari komisi-komisi. Badan Anggaran memberikan 

saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubemur dalam 

mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lamhat 

lima bulan sebelum ditetapksnnya APBD. Badan Anggaran juga melakukan 

konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk 

roemperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum 

APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Memberikan saran dan 

pendapat kepada Gubemur dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah 

tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Badan Anggaran juga melakukan 

penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim 

anggaran Pemerintah Daerah. Melak.ukan pem,pahasan bersama ,tim anggaran 

pcmerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan 

prioritas plafon anggaran sementara yang disampaikan Gubernur dan memberikan 

saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran Belanja Daerah. 
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f. Badan Kehormatan 

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengapan 

DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan 

keputusan DPRD. Adapun anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh 

anggota DPRD dengan ketentuan jumlah anggota Badan Kehormatan berjumlah 

sebanyak lima orang. Pimpinan Badan Kehonnatan terdiri atas satu orang ketua 

dan satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Badan Kehonnatan. 

Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripuma DPRD 

berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Untuk memilih anggota Badan 

Kehonnatan masing-masing fraksi berhak mengusulkan satu orang caJon anggota 

Badan Kehormatan. Dalam hal di DPRD hanya terdapat dua fraksi, fraksi yang 

memiliki jumlah kursi 1ebih banyak berhak mengusulkan dua orang cal on anggota 

Badan Kehormatan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua 

setengah tahun. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota 

Badan Kehonnatan yang digantikan. Badan kehonnatan dibantu oleh sekretariat 

yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. 

g. Alat Kelengkapan Lainnya 

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lainnya 

berupa panitia khusus (Pansus). Pansus merupakan alat kelengkapan DPRD yang 

bersifat tidak tetap. Pansus dibentuk dalam rapat paripuma DPRD atas usul 

anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Jumlah anggota 

pansus ditetapkan dengan mempertimbangk:an jumlah anggota setiap komisi yang 

terkait dan disesuaikan dengan program kegiatan serta kemampuan anggaran 
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DPRD. pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD. Komposisi 

keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna sebanyak-banyaknya 

berjumlah 15 orang termasuk satu orang dari pimpinan DPRD merangkap anggota 

yang diusulkan oleh masing-masing fraksi yang disesuaikan dengan program 

kegiatan serta kemarnpuan anggaran DPRD. 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pada Bab ini membahas mengenai kinerja DPRD dalam menjalankan 

fungsi legislasi di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pembahasan kinerja DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 terdapat tujuh indikator seperti yang 

dikemukakan oleh Hersey,dkk dalam Wibowo (2016:86-88) dalam bukunya 

beljudul Manajemen Kinerja yaitu Tujuan, Standar, Umpan Balik, Alat atau 

Sarana, Kompetensi. Motif dan Peluang. Adapun aspek yang diukur dalam 

kegiatan ialah bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2017 ini, maka peneliri mernperhatikan bebempa indikator 

kinerja yang~mempunyai tujuh aspek. 

1. Tujuan 

Tujuan merupakan keadaan yang mcmbedakan secara aktif atas apa yang 

dicari oleh seorang individu atau pun organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut 

mengandung makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan 

merupakan sebuah kemginan. Tujuan rnerupakan suatu keadaan yang lebih baik 

yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan 
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menunjukkan arab kemana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arab tersebut. 

dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan 

kinerja individu, kelornpok dan organisasi. Kinerja individu rnaupun organisasi 

berhasil apabila dapat rnencapai tuj uan yang diinginkan. 

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerab dan merupakan salab 

satu unsur penyelenggara pernerintahan daerah disamping Gubemur.DPRD diberi 

kekuasaan untuk rnengesahkan Perda, menetapkan APBD bersama kepala daerah 

dan melakukan fungsi pengawasan kedudukan DPRD sesuai dengan UU 23 tabun 

2014. Berdasarkan UU itu, DPRD didaerah dibentuk yang mempunyai tugas 

utarna antara lain : 

1. Fungsi legislasi yaitu mernbentuk peraturan daerah 

2. Fungsi anggaran yaitu menetapkan anggaran 

3. Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap jalarmya 

pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 

maka penulis kembali rnembatasi pembahasan penelitian kinerja DPRD hanya 

didalarn fungsi legislasi saja. Untuk melihat sejauh mana DPRD Kepulauan Riau 

menjalankan fungsi Jegislasinya dalam melahirkan produk hukurn berupa Perda, 

maka peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau. Informasi dari wawancara dengan Ketua DPRD Kepulauan Riau, Bapak 

Jumaga Nadeak,SH sebagai berikut: 

"Pada dasamya Perda yang dibentuk bertujuan untuk kepentingan 
masyarakat yang dapat berguna untuk keperluan masyarakat Kepri. Selain 
itu, pcrda yang dihasilkan juga bertujuan untuk bagaimana menggali 
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sumber dan potensi keuangan daerah, yang tujuannya tentunya untuk 
masyarakat Kepri juga" (basil wawancara hari Senin, 4 Juni 2018, di ruang 
ruang keija ketua DPRD Kepulauan Riau) 

Sebagaimana yang telab disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau Bapak Husnizar Hood yang juga mengemukan pendapat yang 

sam a. 

" kehadiran Perda ini tentu sesuai dengan kepentingan masyarakat. 
Kita punya tujuan yang ingin dicapai lembaga ini dalam setiap 
pembentukan perdanya. Apakab sesuai dengan yang dibutuhkan dan 
muatannya diperluk.an masyarakat," (basil wawancara hari Senin, 4 Juni 
2018 di ruang keija Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Riau) 

Selanjutnya, tujuan fungsi legislasi dan pembentukan Pen:la melalui dua 

mekanisme baik dari usulan pihak eksekutif rnaupun inisiatif dari DPRD. Untuk 

itu, tentang tujuan pembentukan Perda dapat dijelaskan melalui wawancara 

dengan pihak eksekutif dalam hal ini Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau. Wawancara langsung dengan Kepala Biro Hukum, Sekretariat 

DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak, Heri Mokhrizal, M. Si sebagai berikut. 

" .... tujuan fungsi legislasi adalah pembentukan Perda. Dimana Penla itu 
bertujuan untuk mengatur dan menjamin keteraturan di rnasyarak.at. 
Dengan kata Jain, aturan-aturan itu mengatur bagaimana kehidupan 
bemegara di Provinsi Kepulauan Riau. Misalnya, Perda bantuan hukwn 
yang sudah ada. Perda ini baik untuk masyarakat, karena disini Pemerintah 
menjamin setiap warga Kepri mendapat akses hukum," (basil wawancara 
Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Riau, hari Scnin, 28 Mei 2018) 

DPRD adalah pemegang kekuasaan pembentuk peraturan yang ada di 

daerah berupa Perda. Tujuan fungsi legislasi dan pembentukan Perda untuk 

mengatur ketentraman masyarakat sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 pasal 

5 pembcntukan Perda yang baik harus berdasarkan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yaitu sebagai berikut : 
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a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang­

undangan harus mempunyai tujuan yangjelas hendak dicapai. 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap Jems 

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum hila dibuat oleh lembaga /pejabat yang 

tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis dan rnateri muatan, yaitu dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi 

muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. 

d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di 

dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang­

lllldangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhan dan bennanfaat 

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan hams 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata 

atau trimologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah mengerti sehingga 

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang­

undangan mulai dari perencanaan, persiapan. penyusunan dan pembahasan 

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan 
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masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan daalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Disamping materi muatan, sebuah Perda harus mengandung asas-asas 

sebagai berikut : 

a. Asas Pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman 

masyarakat. Asas kernanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

mencerrninkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi. 

b. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus rnencerminn sifat dan 

watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kc-Bhinekaan) dengan tetap 

menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas kekeluargaan, 

bahwa setiap muatan Perda harus mencenninkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

c. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Percla senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia materi muatan 

Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila. Asas ke-Bhinekaan Tunggal Tka, bahwa setiap materi muatan 

Perda hams memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 

agolongan kondisi daerah memperhatikan keragaman penduduk, agama, 

suku dan golongan kondisi daerah dan budaya khususnya menyangkut 

masalah-maaslah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bemegara. 

d. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 
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e. Asas kesamaan, dalam hukurn dan pemerintahan, bahwa setiap materi 

muatan Perda tidak boleh herisi hal-hal yang membedakan latar belakang 

antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. 

f. Asas Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap rnateri muatan Perda 

harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

adanya kepastian hukum. 

g. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi 

muatan Perda harus mencenninan keseimbangan keserasian, dan 

keselarasan antar kepentingan individu dan masyarakat dengan 

kepentingan bangsa dan negara.Dan asas lain sesuai substansi Perda yang 

bersangkutan. 

Dari berbagai wawancara yang telah dilakukan untuk mengetahui tujuan 

dari fungsi legislasi adalah pembentukan Perda sebagai tolak ukur kineija fungsi 

legislasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan amanat UU No 12 Tahun 

2011 pasal 5 tentang asas dalam pembentukan Perda yang pada umumnya tujuan 

pembentukan Perda adalah untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat 

merasa terayomi, keteraturan dan adanya pengakuan hak.-hak sebagai warga serta 

adanya rasa keadilan. 

2. Standar 

Standar mempunya1 arti penting karena memberitahukan kapan suatu 

tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran, apakah tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan 

tercapai. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan kita tabu bahwa sukses atau 
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gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar 

yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan. 

Dalam hal pembentukan Perda, slandar yang disepakati dituangkan dalam 

bentuk keputusan DPRD tenlang berapa banyak Perda yang harus dibahas dalam 

satu tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2017, berdasarkan Keputusan DPRD 

Provinsi Kepu1auan Riau Nomor 1 I Tahun 2017 tentang Program Pembentukan 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 da1am satu tahun 

anggaran diajukan setidaknya 17 Ranperda. 

Tabe14.11 

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2017 

NO JUDUL SKPD PENGUSUL 

Masa Sidang Pertama ( Januari-April 20 17) 

I Ranperda Tentang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral 

2 Ranperda ten tang Perubalian alas Peraturan Badan Pengelolaan 

paerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak dan Retribusi 

Daerah Daerah I 

---- --
3 Ranperda ten tang Perubahan Kedua alas Badan Pengclolaan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak dan Retribusi 

Retribusi Daerah Daerah 

4 Ranperda Tentang Bantuan Hukum BiroHukum 

[---;-· . --- . 
5 Ranperda Tentang Penye1enggaraan Pelayaran Dinas Perhubungan 

... ----
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dan Pengelolaan Perairan Provinsi Kepulauan 

Riau 

Masa Persidangan Kedua (Mei-Agustus 2017) 

6 Ranperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan 

Pelaksanaan (LPP) APBD TA 2016 Keuangan dan A set 

Daerah 

7 Ranperda tentang Perubahan Anggaran Badan Pengelolaan 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Keuangan dan Aset 

Daerah 

8 Ranperda tentang Pertambangan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral 

9 Ranperda tentang Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan 

Provinsi Kepulauan Riau Perempuan, 

Perlindungan anak, 

Pengendalian dan 

Keluarga Berencana 

10 Ranperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Dinas Kelautan dan 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Perikanan -
II Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan lnisiatifDPRD 

I 
di Provinsi Kepulauan Riau 

I 
Masa Persidangan Ketiga (September-Desember 2017) I 

-
12 Ranperda Tentang Rene ana Pembangunan Dinas Perindustrian dan 

Industri Provinsi (RPIP) Perdagangan 

- --
13 Ranperda Tentang Perubahan alas Perda Nomor Badan Perencanaan, I 
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8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Penelitian, dan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Pengembangan 

Riau Tabun 2016-2021 (RPJMD) 

14 Ranperda Tentang Penyertaan Modal Barang Badan Pengelolaan 

Milik Daerah kepada PDAM Tirta Kepri Keuangan dan Aset 

Daerah 

15 Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Badan Pengelolaan 

Daerab Keuangan dan Aset 

Daerah 

16 Ranperda Ten tang Anggaran Pendapatan dan Badan Pengelolaan 

Belanja Daerah Tabun Anggaran 2018 Keuangan dan Aset 

Daerab 

17 Ranperda Tentang Tala Cara Pembentukan Inisiatif DPRD 

Produk Hukum Daerah 

Sumber : Dokwnentast DPRD ProVlnst Kepulauan Riau 2018 

Standar merupakan suatu kesepakatan yang harus dijalankan kelompok 

maupun organisasi. Dalam hal pembentukan Perda pada tahtm 2017 sudah 

disepakati 17 perda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. 

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD mcmpunyai standar yang hams 

dicapai yaitu jumlah Ranperda yang diajukan, dibahas dan disahkan Untuk 

mengetahui, apakah hal tersebut tercapai dilakukan berbagai wawancara yang 

dilakukan melalui ketua Bapemperda Provins1 Kepulauan Riau. 

Informasi dari wawancara ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah 

(Bapemperda) Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Alex Guspeneldi, sebagai berikut 
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" dalam Bapemperda yang disepakati untuk anggaran tahun 2017 
jumlah Ranperda yang diusulkan mencapai 17 Ranperda. Jumlah tersebut 
sudah tennasuk didalamnya perda inisiatif dan Perda-Perda rutin seperti 
APBD dan APBD-P. Untuk Perda inisiatif, kita memang sengaja 
memajukan kama dibutuhkan masyarakat," (basil wawancara, Selasa 
tanggal3 Juni 2018 di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau). 

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak 

Heri Mokhrizal mengemukakan bahwa : 

"' ....... pada tahun anggaran 2017, Pernprov bersama Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) sudah mengkaji dan membahas Ranperda yang karni 
usulkan kepada Bapemperda. Jumlah tersebut sudah juga termasuk 
didalamnya Ranperda usulan Pemprov dan DPRD," (basil wawancara, 
Senin 28 Mei 2018 di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada 
Biro Hukum). 

Akan tetapi, dari 17 Ranperda yang diusulkan tersebut, 13 (tiga belas) 

Ranperda yang diajukan, dibahas dan disahkan. Sedangkan satu Ranperda tentang 

Penyelenggaraan Pelayaran dan Pengelolaan Perairan Provinsi Kepulauan Riau 

ditunda pembahasannya karena belurn selesai naskah akademisnya. Adapun 

Ranperda tentang Pertambangan di batalkan karena tidak cukupnya anggaran. 

Sedangkan Ranperda Ten tang Perlindungan Perempuan di Provinsi Kepulauan 

Riau tidak cukup waktu untuk membahasnya. Berdasarkan uraian tersebut, berikut 

ak:an disajikan tabel Ranperda yang disetujui menjadi Perda yang bersumber dari 

dokurnentasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 4018. 

TABEL 4.12 

DAFTAR RANPERDA YANG DISETUJlll 

---- --
HASIL 

No Rancangan Peratur an Daerah 
SETUJU BATAL 

~- --- ---

1 Ranperda tentang Ketenagali strikan ' -
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Ranperda tentang Perubahan alas Peraturan 

2 Daerah nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak ..J 

Daerah 

Ranperda tentang Perubahan Kedua atas 

3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang ..J 

retribusi Daerah 

4 Ranperda tentang Bantuan Hukum ' 
Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayaran 

5 dan Pengelolaan Perairan Provinsi Kepulauan ..J 

Riau 

Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban 
6 ..J 

(LPP) APBD TA 2016 

Ranperda tentang Perubahan Anggaran 
7 ..J 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 

8 Ranperda tentang Pertambangan ' 
Ranperda tentang Perlindungan Perempuan di 

9 ..J 
Provinsi Kepulauan Riau 

Ranperda tentang Rencana Zonasi Wi1ayah 
10 ..J 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) 

-
Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

..J 11 
di Provinsi Kepulauan Riau 

Ranperda tentang Rencana Pembangunan 
12 ..J 

lndustri Provinsi (RP1P) 

--
13 Ranperda tentang Perubahan atas Perda No 8 v 
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Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2016-2021 (RPJMD) 

Ranperda tentang Penyertaan Modal Barang 
14 ,; 

milik Daerah kepada PDAM Tirta Kepri 

Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik 
15 ,; 

Daerah 

Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan 
16 ,; 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

--
Ranperda tentang Tata Cara Pembentukan 

17 ,; 
Produk Hukum Daerah 

Sumber : Dokumentast Sekretanat DPRD Provmst Kepulauan Rtau 2018 

Berikut hasil wawancara dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan 

Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Riau bapak Alex Guspeneldi" 

" ...... dari 17 Ranperda yang diusulkan, 13 (ranperda) Ranperda yang 
dibahas, disetujui dan disahkan. Sedangkan empat ranperda lagi tidak bisa 
kita bahas dan akan kembali diajukan pada anggaran tahun berikutnya," 
(basil wawancara Senin, 4 Juni 2018 di Sekretariat DPRD Provinsi 
Kepulauan Riau) 

Berikut hasil wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

Bapak Jumaga Nadeak yang menyatakan: 

"...... Jumlah Perda yang disetujui pada tahun 2017 lalu mengalami 
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa 
masalah yang menyebabkan jumlah Ranperda yang batal atau ditunda 
pembahasannya disebabkan keterbatasan anggaran, naskah akademis 
belum lengkap dan waktu tidak mencukupi. Selain itu, anggota DPRD 
juga disibukkan dalam pemilihan Wakil Gubemur, namun ini saya rasa 
bukan jadi penghalang," (basil wawancara dengan Senin 4 Juni 2018 di 
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau) 
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Dari basil wawancara diatas terlihat jelas bahwa dari 17 Ranperda yang 

diusulkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) 13 (tiga belas) 

yang berhasil disahkan menjadi Perda. Sedangkan sisanya gaga! diselesaikan 

dengan berbagai alasan seperti tidak lengkapnya naskah akademis, keterbatasan 

anggaran dan waktu. Berdasarkan teori yang dikemukan Hersey,dkk dalam 

Wibowo (2015:87) menyatakan bahwa standar merupakan suatu ukuran apakah 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil 

apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara 

atasan dan bawahan atau kesepakatan yang ditentukan organisasi. 

Dengan demikian, bahwa berdasarkan kajian teori tentang kineija, dapat 

dikatakan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Riau belwn dapat rnemenuhi standar 

tujuan yang disepakati bersama. Adapun indikatomya adalah 17 Ranperda yang 

diusulkan, namun hanya dapat dibahas dan disahkan sebanyak 13 (tiga belas) 

Perda sebagai standar kelja DPRD dalarn Pembahasan Ranperda. 

3. Umpan Balik 

Antara tujuan, standar, umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik 

melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan 

yang di definisikan oleh standar. Umpan batik terutama penting ketika kita 

mempertimbangkan '"real goals" atau tujuan sebenarnya. Umpan balik merupakan 

masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar k.inerja 

dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja 

dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinelja. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD mempunya1 acuan tentang asa1 

Ranperda dan bersumber dari mana. Untuk itu, dapat dijelaskan melalui 

wawancara dengan ketua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 

Berikut wawancara dengan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya, Ibu Dewi 

Kumalasari, sebagai berikut : 

" ...... Sumber Ranperda itu berasal dari dua sumber. Pertama dari pihak 
eksekutif yang diajukan melalui badan legislasi. Selanjutnya sumbernya 
dari anggota DPRD itu sendiri atau disebut hak inisiatif kami," (Hasil 
wawancara hari Senin, II Juni 2018 di Kediaman pribadinya). 

Untuk hak inisiatif DPRD pada tahun 2017, wawancara dengan ketua 

Badan pembentukan Peraturan Daerah, Bapak Alex Guspeneldi : 

"...... Untuk Ranperda hak inisiatif dari DPRD pada tabun 2017 lalu, 
DPRD mengajukan dua hak inisiatif. Pertama adalah Ranperda tentang 
penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau dan kedua adalah 
Ranperda tentang tata cara pembentukan produk hokum daerah. Keduanya 
berhasil kita sahkan," (hasil wawancara Senin, 4 Juni 2018 di Sekretariat 
DPRD Provinsi Kepulauan Riau) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2010 tentang pedornan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 81 ayat 1 s/d 4 

menyatakan : 

a. Rancangan perahLran daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. 

b. Rancangan peraturan daerah yang bcrasal dari DPRD atau Kepala Daerah 

disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. 

c. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan berdasarkan program legislasi daerah. 

d. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan 

rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah. 
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Berikut Tabel Ranperda Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari sumber 

usulannya sepanjang tahun anggaran 2017 : 

Tabel4.13 

Somber Program Pembentukan Peraturan Daerah 

Somber Ranperda 
No Rancangan Peraturan Daerah 

DPRD Eksekutif 

I Ranperda tentang Ketenagalistrikan :r---
Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan 

2 Daerah nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak ~ 

Daerah 

Ranperda ten tang Perubahan Kedua alas 

3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang ..J 

retribusi Daerah 

4 Ranperda tentang Bantuan Hukum v 
------

___ , __ 

Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayaran 

5 dan Pengelolaan Perairan Provinsi Kepulauan ..J 

Riau 

---
Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban 

6 ' (LPP) APBD TA 2016 

···-
Ranperda tentang Perubahan Anggaran 

7 ..J 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 

----·- --

" 8 Ranperda tentang Pertambangan 

--
Ranperda tentang Perlindungan Perempuan di " 9 

----·-· -
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Provinsi Kepulauan Riau 

Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah 
10 -.J 

Pesisir dan Pnlau-pulau Kecil (RZWP3K) 

Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
II -.J 

di Provinsi Kepulauan Riau 

Ranperda tentang Rencana Pembangunan 
12 -.J 

Industri Provinsi (RPIP) 

Ranperda tentang Perubahan atas Perda No 8 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
13 -.J 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2016-2021 (RPJMD) 

Ranperda tentang Penyertaan Modal Barang 
14 -.J 

milik Daerah kepada PDAM Tirta Kepri 

Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik 
15 -.J 

Daerah 

Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan 
16 -.J 

Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2018 

--·-· 
Ranperda ten tang Tata Cara Pembentukan 

17 -.J 

Produk Hukum Daerah 

-
Sumher: Dokumentast Sekretanat DPRD Provmst Kepulauan Rmu 2018 

Dari data diatas terlihat jelas bahwa dari 17 Ranperda yang ada pada 

Bapemperda, 13 (tiga be1as) perda yang dapat disetujui dan disahkan. Sedangkan 

seluruh Ranperda yang diusulkan DPRD dapat disetujui dan disahkan menJadt 

Perda. Berangkat dari kondisi ini, maka teori yang dikemukan Hersey,dkk dalam 
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Wibowo (2015:87) yang menyatakan babwa umpan balik merupakan masukan 

yang dipergunakan untuk mengukur kinerja, standar kinerja dan pencapaian 

tujuan. Dengan umpan baJik, dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai 

hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. 

Melihat dari data dan basil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, 

menyatak:an bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2017 

telah berusaha melakukan kineijanya dengan menggunakan hak inisiatifnya dan 

dapat terns dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Terwujudnya realisasi 

anggaran ini disebabkan salah satunya adalah pengawasan dan araban dari 

pimpinan DPRD. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan anggota Fraksi 

Hanura, Bapak Sukhri Fabrial yang dirangkurn sebagai berikut : 

" ........... ketika pembahasan Ranperda, kami selaku anggota Panitia 
Khusus selalu melaporkan perkembangan pembahasan kepada Ketua 
DPRD sebagai koordinator Pansus. Jika menemukan kesulitan, 
Koordinator dapat memberikan perpanjangan waktu tambahan 
pembahasan Perda hingga disahkan," (hasil wawancara Rabu 6 Juni 2018 
di kediaman pribadi) 

Dari basil wawancara tersebut, ditemukan bahwa da1am setiap 

pembahasan Ranperda, koordinator sela1u memberikan masukan dan araban 

sehingga, pembahasan Ranperda dapat sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP). 

Berikut suasana rapat pembahasan Ranperda yang di monitoring langsung 

ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau : 
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Gam bar : 4.2 Rapat Pembabasan Ranperda 

Sumber : Dokumentasi Sek:retariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2017 

Untuk mengetahui apakah ada evaluasi dari unsur pimpinan sebagai 

koordinator Komisi dan Pansus, berikut hasil wawancara dengan Ketua DPRD 

Bapak Jumaga Nadeak yang ilisaj ikan sebagai berikut : 

" ...... Selaku pimpinan dan koordinator, Saya dan pimpinan lain selalu 
meminta laporan perkembangan setiap pembahasan Pansus. Dengan 
demikian, kami dapat mengarahkan dan menyesuaikan penyelesaian 
dengan jadwal dan target yang dihasilkan pansus," (hasil wawancara 
dengan Senin 4 J uni 2018 di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau) 

Mengacu hasil wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 

Bapak Jumaga Nadeak menerangkan bahwa sebagai selakru koordinator Pansus, 

Pimpinan DPRD selalu memantau jalannya setiap rapat disetiap komisi-komisi, 

Pansus-pansur dan seluruh alat kelengkapan DPRD. 
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Pendapat senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau Bapak Amir Hakim Siregar. Beliau mengatakan sebagai berikut : 

" ..... Kami selaku koordinator selalu memperhatikan dan memantau 
kesiapan anggota DPRD dalam pembahasan Ranperda agar Perda ini dapat 
bermutu dan sesuai dengan jadwal yang telah kami tetapkan," (hasil 
wawancara hari Senin 11 Juni 2018 eli kediaman pribadinya) 

Berdasarkan teori yang dikemukan Harsey,dkk dalam Wibowo (2015 :87) 

menyatakan bahwa umpan batik merupakan masukan yang dipergunakan untuk 

mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja dan pencapaian tujuan. Dengan 

umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat 

dilakukan perbaikan kinerja. 

Melihat dari data dan basil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, 

menyatakan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2017 

telah berusaha melakukan kinerjanya. Kemudian koodinator Komisi sudah 

melakuk:an kontrol dan evaluasi terhadap kinerja komisi-komisi, fraksi dan Pansus 

dalam pembahasan Ranperda. Dilihat dari ketika Pansus, Komisi dalam 

pembahasan Ranperda selalu dimonitor oleh koordinator komisi masing-masing. 

Dalam hal ini , unsur pimpinan sebagai koordinator komisi selalu mengawasi 

jalannya pembahasan Ranperda dan selalu mengingatkan kepada anggota komisi 

tentang limit waktu pembahasan Ranperda. Dalam menjalankan tugasnya, 

koordinator sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

menjalankan pembahasan Ranperda serta menindaklanjuti dengan terus 

melakukan monitoring secara langsung. 
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4. Alat atau Sarana 

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk 

membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan 

faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan 

spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana 

seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin melakukan pekerjaan. 

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi DPRD yaitu 

pembentukan Perda, tentu membutuhkan alat atau sarana sehingga tujuan yang 

hendak dicapai dapat lebih mudah dan terarah. Adapun alat atau sarana dapat 

berupa agenda rapat, anggaran rapat dan sarana dan prasarana penunjang lainnya. 

Dalam penjadwalan pembahasan Ranperda, bagian persidangan sekretariat 

DPRD yang mengagendakannya, berikut wawancara dengan kepala Bagian 

Persidangan dan Risalah rapat, lbu Ika Hasiliah sebagai berikut : 

" .. ... untuk agenda rapat pembahasan Ranperda yang akan diusulkan 
kepada Badan Musyawarah DPRD akan menjadwalkan agenda rapat 
pembahasan Ranperda di Bapemperda. Selanjutnya Bapemperda 
membawa ke Badan Musyawarah untuk dibahas dan dijadwalkan. 
Paripuma selanjutnya memutuskan untuk menetapkan anggotanya," (hasil 
wawancara hari Kamis 7 Juni 2018 di Sekretariat DPRD Provinsi 
Kepulauan Riau) 

Sebagaimana yang disampaikan Kasubbag Persigangan dan Risalah Rapat, 

lbu Charisma Manulang yang menyatakan sebagai berikut : 

".......... Setelah Ranperda masuk ke Prolegda, Bapemperda segera 
membahas dan mengkonsultasikan ke Badan Musyawarah (Banmus) 
untuk menentukan agenda pembahasan, setelah ada agenda tersebut pihak 
persidangan membuat jadwal berdasarkan hasil Banmus kemudian 
memberikan agenda tersebut kepada setiap komisi-komisi atau pansus 
sesuai dengan tugas bidang masing-masing," (hasi l wawancara hari Kamis 
7 J uni 20 18 di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau) 
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Dari wawancara dengan kasubbag Persidangan dan Risalah Rapat, dapat 

diketahui bahwa Bagian Persidangan selalu menjadwalkan jadwal rapat dalam 

pembahasan Ranperda. Adapun alur pembahasan Ranperda adalah disampaikan 

oleh Kepala Daerab melalui Rapat Paripurna DPRD untuk selanjutnya dibahas 

oleb fraksi-fraksi. Setelah pembahasan di tingkat fraksi, maka akan 

diparipurnakan untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda 

yang diaj ukan oleh Kepala Daerab . Kemudian rapat pari puma DPRD dalam 

rangka mendengarkan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. 

Selanjutnya, rapat paripurna internal DPRD dalam rangka pembentukan pansus­

pansus. Pansus selanjutnya melakukan rapat-rapat dengan anggotanya untuk 

melalrukan finalisasi Ranperda yang kemudian dibawa kembali ke fraksi untuk 

didengarkan pendapat fraksi-fraksi. Dan terakhir adalab mendengarkan laporan 

basil pembahasan Pansus di Paripurna untuk disahkan menjadi Perda. 

Berdasarkan teori yang dikemukan oleb Hersey, dll dalam Wibowo 

(2015:87:88) menyatakan bahwa alat atau sarana merupakan sumber daya yang 

dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat 

atau sarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau 

sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat 

diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat, tidak mungkin melakukan 

pekerjaan. 

Melihat dari data dan basil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, 

menyatakan bahwa alat dan saran Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

pada tahun anggaran 2017, sebagai alat penunjang untuk mencapai tujuan telah 

menyediakan fasilitas berupa perangkat pendukung berupa jadwal dalam rangka 
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pembahasan Ranperda setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD. 

Sekretariat juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dapat berupa anggaran 

untuk pembahasan Ranperda. Berikut wawancara dengan Kepala Bagian 

Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Putu Wirasata sebagai berikut : 

" ..... ..... . untuk anggaran rapat baik rapat paripuma, rapat komisi, 
anggarannya sudah disiapkan di DP A Sekretariat DPRD Provinsi 
Kepulauan Riau. Anggaran tersebut dapat berupa makan dan minum, serta 
ATK rapat dan di anggarkan selama setahun sesuai kebutuhan," (hasil 
wawancara hari Kamis 7 Juni 2018 diruang Kabag, Sekretariat DPRD 
Kepulauan Riau). 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seluruh anggota DPRD sudah difasilitasi 

oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Sekretariat DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau. Fasilitas ini dapat tergambar dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau : 

Tabel4.14 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2017 

No Program Kegiatan Somber 

Peningkatan Kapasitas Lembaga Rapat-rapat Alat Kelengkapan 
1 DAU 

Perwakilan Rakyat Daerah Dewan 

Peningkatan Kapasi tas Lembaga 
2 Rapat-Rapat Paripuma DAU 

Perwakilan Rakyat Daerah 

Peningkatan Kapasitas Lembaga 
3 Reses DAU 

Perwakilan Rakyat Daerah 

4 Peningkatan Kapasitas Lembaga Peningkatan Kapasitas DAU 
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Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pembahasan Rancangan 
5 DAU 

Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Daerah 

Sumber : Dokumentast Sekretanat DPRD Provmst Kepulauan Riau 20 17 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah 

menganggarkan dan memfasilitasi kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 

Adapun program yang berbubungan dengan peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah seperti : Kegiatan Rapat-rapat alat Kelengkapan 

Dewan, Rapat Paripurna, Reses, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 

DPRD serta Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. 

Melibat dari data dan basil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, 

menyatakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 

2017 menyediakan alat penunjang untuk mencapai tujuan. Salah satunya dengan 

menganggarkan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan DPRD. 

Selain dukungan anggaran, Sekretariat DPRD juga menyiapkan sarana dan 

prasarana lainnya yang mendukung tercapainya tujuan pembentukan Perda. 

Sarana dan prasarana penunjang itu antara lain fasilitas gedung, dan fasilitas 

lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau Bapak Hamidi, sebagai berikut : 

" ... .. sekretariat DPRD sclalu berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang 
dibutuhkan oleh DPRD sepcrti gedung paripuma, ruang Banggar, ruang 
komisi, ruang fraksi hingga ruang staf ahli . Sebagai penunjangnya, kami 
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juga menyiapkan sarana pendingan seperti CCTV dan rekaman suara 
sesuai keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk beberapa 
ruangan, ada sebagian yang belum maksimal pendingin udaranya antara 
lain ruang Subbag Humas, dan Risalah Rapat. Hal ini akan menjadi 
perhatian kami," (basil wawancara hari Kamis 7 Juni 2018 di Sekretariat 
DPRD Provinsi Kepulauan Riau). 

Pendapat senada juga datang dari Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau Bapak Benito Masnura : 

" ... ... Saat ini, seluruh anggota DPRD dapat menikmati seluruh fasilitas 
yang ada tanpa terhambat. Kami berharap, fasilitas ini dapat membantu 
menjalankan tugas-tugasnya. Beberapa kekurangan yang ada, akan coba 
kita carikan solusinya,', (hasil wawancara ada hari Kamis 7 Juni 2018 di 
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau) 

Berikut adalah kondisi ruang komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada 

tahun 2017. 

Gam bar 4.2 

Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau (2017) 
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Selain kebutuhan ruangan, teknologi, DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

juga membutuhkan sumber daya air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, 

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan air bersih dari tangki 

untuk membantu suplai air dari PDAM. Sarana, dan prasarana merupakan modal 

awal dalam mencapai tujuan seperti yang dikemukan Hersey,dkk dalam Wibowo 

(2015:87-88) .. Begitu pula berlaku di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang 

memerlukan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuannya. 

Melihat dari data dan basil wawancara serta kajian teori tentang kinerja 

yang menyatakan bahwa alat dan sarana Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau pada tahun anggaran 2017 sebagai alat penunjang untuk mencapai tujuan, 

sebagian sudah ada dilaksanakan. Beberapa yang dibutuhkan sudah disiapkan 

dengan baik, namun beberapa fasilitas pendukung seperti pendingin ruangan dan 

air bersih, dapat ditingkatkan kedepannya. 

5. Kom petensi 

Kompetensi merupakan syarat utama dalam kinerja. Kompetensi 

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan 

pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang atau organisasi harus 

melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, namun juga juga harus 

dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Kompetensi memungkinkan orang atau 

organisasi mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. 

Dalam Jingkup ke.rja DPRD Provinsi Kepulauan Riau, kompetensi sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya penyusunan sebuah Perda. Tidak dapat 

103 

43491.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



dipungkiri peran DPRD dalam penyusunan Perda masih sangat lemah, jika 

dibandingna dengan pihak eksekutif. Jika dibandingkan dengan asal pengajuan 

Perda, DPRD hanya mengajukan dua Perda inisiatif yang telah dibahas dan 

disepakati oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah. Kondisi ini, disebabkan rendahnya pemahaman anggota DPRD 

tentang Perda tentu ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan dan 

pengalaman kerja. Seseorang dapat menguasai suatu bidang ihnu tentu dari 

latarbelakang pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya. Rendahnya 

penggunaan hak inisiatif DPRD akan dijelaskan melalui berbagai wawancara 

sebagai berikut. 

Fenomena tersebut akan dijelaskan ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 

Bapak Jurnaga Nadeak sebagai berikut : 

" ........ Jika dilihat dari Iatarbelakang pendidikan anggota DPRD disini , 
sudah cukup tinggi. Masih rendahnya hak inisiatif, mungkin disebabkan 
kurangnya pengalaman dan pelatiban-pelatiban yang berkenaan dengan hal 
tersebut. Selain itu, penempatan anggota di komisi terkadang bukan karena 
Jatar belakang pendidikan, namun karena rekomendasi Fraksi," (basil 
wawancara, Senin 4 Juni 2018 di sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan 
Riau) 

Pendapat juga disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

bapak Hamidi sebagai berikut : 

" .... . untuk pengalaman, saya kira sudah cukup, karen a mereka pernah 
merasakan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Kota sebelumnya. 
Namun, karena di Provinsi, cakupan lebih luas, Saya rasa mereka masib 
memerlukan pelatihan lagi. Untuk tabun 2017 lalu, kita sudah melakukan 
pelatiban untuk mereka," (basil wawancara Kamis 7 Juni 2018 di 
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau) 

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tentu adanya pengalaman dan 

pelatiban-pelatihan. Pelatiban yang dimaksud dapat berupa bimbingan teknis, 
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workshop, pendidikan dan latihan. Pelatihan-pelatihan itu, tidak sekedar mengisi 

jadwal kerja anggota DPRD saja, akan tetapi hendaknya pelatihan dan workshop 

itu dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD. Kasubbag Persidangan dan 

Risalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Charisma Manulang 

mengungkapkan sebagai berikut : 

" .... .. Bimbingan teknis dan pelatihan peningkatan kualitas anggota DPRD 
akan terus kita anggarkan. Agar mereka memiliki pengetahuan dan 
kemampuan di bidang legislasi," (hasil wawancara hari Kamis 7 Juni 2018 
di sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau) 

Pendapat senada juga disampaikan oleh wartawan senior Kepri, Nikolas 

Panama sebagai berikut : 

" ..... Pengalaman anggota DPRD Provinsi Kepri berlegislasi untuk level 
Provinsi memang masih kurang. Karena bagaimanapun, nuansanya 
berbeda antara Kabupaten dan kota," (basil wawancara hari Kamis 7 Juni 
2018 di kantor sekretariat media) 

Dari basil wawancara dengan .Kepala Subbagian Risalah Rapat dan 

Persidangan dan wartawan senior yang memahami tugas pokok dan fungsi DPRD 

dapat disimpulkan bahwa pengalaman sebagian anggota DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau masih kurang karena levelnya berbeda antara Kabupaten dan 

Kota. Bagi anggota DPRD yang sudah pernah menjabat pada peri ode sebelumnya, 

mempunyat pengalaman terutarna tata cara pembentukan Perda. Dengan 

pengalaman yang dimilikinya, tentunya dapat memberikan pengalaman-

pengelaman tersebut kepada anggota DPRD yang lainnya yang baru pertama kali 

menjabat. .Kemudian, dilihat dari pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, 

dipandang masih sangat kurang dan harus terus dianggarkan. Karena pelatihan 

dan bimbingan teknis itu merupakan sarana dalam mengembangan kemampuan 
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dan keahlian anggota DPRD tersebut. Sehingga, nantinya dapat bermanfaat dan 

dapat diterapkan saat pembahasan legislasi di DPRD. 

Selain kompetensi anggota DPRD, faktor pendukung lain yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

dimiliki Sekretariat DPRD Kepulauan Riau. Berikut penjelasan dari Sekretaris 

DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Hamidi sebagai berikut : 

" ..... SDM yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah 
cukup memadai. Untuk menjalankan sekretariat DPRD, didukung PNS 
yang memadai dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang cukup. Selain itu, 
Sekretariat DPRD juga dibantu T enaga Harian Lepas (THL ), " (Hasil 
wawancara Kamis 7 J uni 2018 di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan 
Riau) 

Sebagaimana juga disampaikan kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau Bapak Benito Masnura sebagai berikut: 

" .... jumlah PNS di Sekretariat DPRD sudah cukup. Beberapa bagian 
teknis sudah diisi oleh pegawai teknis dan memiliki cukup pengalaman 
dibagian risalah dan persidangan," (hasil wawancara Kamis 7 Juni 2018 di 
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau) 

Menyimak hasil wawancara dari Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau dan Kepala Bagian Umum dapat diketahui bahwa roda Sekretariat sudah 

berjalan dengan baik. Dengan tersedianya sumber daya yang mumpuni ini, 

menjadikan DPRD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Sehingga, 

produk Perda yang dihasilkan bermut dan bennanfaat bagi ban yak orang. 

Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Hersey,dkk dalam Wibowo (2015: 

87-88) menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk menjalankan pekeijaan yang diberikan kepadanya dengan baik. 

Orang atau organisasi harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, 
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orang harus dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Kompetensi memungkinan 

seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. Melihat dari data dan basil wawancara serta kajian tentang 

kinerja, menyatakan bahwa pendidikan anggota DPRD sudah layak dan mumpuni 

namun belum berpengalaman. Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan untuk 

menambah kemampuan legislasi mereka. Demikian juga dengan tenaga 

pendukung yaitu PNS dan PIT di Sek.retariat DPRD provinsi Kepulauan Riau 

sudah cukup layak. Tenaga pendukung ini memiliki pengalaman dan kemampuan 

untuk mendukung anggota DPRD menghasilkan legislasi yang bermutu. 

6. Motivasi 

Motivasi merupakan a]asan atau pendorong bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Manajemen memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan 

insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, 

menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan 

melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan 

sumberdaya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan 

disinsentif. 

Untuk mencapai prestasi secara maksimal, perlu adanya intensif, adanya 

pengakuan tentang hasil dari tindakan yang dilakukan serta kebebasan dalam 

menjalankan tugasnya. Untuk mengetahui hal tersebut, apakah lembaga DPRD 

sudah melakukannya? Fenomena ini akan coba dipotret melalui wawancara yang 

dilakukan kepada pemegang kepentingan. 
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Berikut wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Kekayaan Daerah (BPKKAD) Provinsi Kepulauan Riau Bapak Andri Rizal 

sebagai berikut: 

" .... .insentif anggota DPRD terdiri dari tunjangan-tunjangan yang 
diberikan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017. Ada penambahan 
tunjangan alat kelengkapan. Seadngkan sistem penanggungjawaban biaya 
operasional Dewan itu sekarang at cost 20 persen. Jadi lebih nyaman," 
(hasil wawancara Senin 14 Mei 2018 di kantor BPKKAD Provinsi 
Kepulauan Riau) 

Sebagaimana juga disampaikan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau Bapak Hamidi, sebagai berikut : 

" ....... untuk insentif, dianggarkan diawal tahun. Sedangkan pencairannya 
dilakukan perbulan dengan memperhitungkan kedudukan jabatan yang 
dipegang oleh anggota DPRD tersebut. Adapun polanya minimum, sedang 
dan tinggi," (hasil wawancara hari Kamis 7 Juni 2018 di Sekretariat DPRD 
Provinsi Kepulauan Riau) 

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 bahwa komponen dari gaji dan 

tunjangan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari : 

1. Uang representasi, yaitu uang yang diberikan setiap bulan kepada 

pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya 

sebagai pimpinan dan anggota DPRD. 

2. Tunjangan keluarga, ketentuannya sama dengan PNS yaitu 1 (satu ) 

Istri/suami dan maksimal 2 anak. 

3. Tunjangan beras, ketentuannyajuga sama dengan dengan PNS 

4. Uang paket, merupakan uang yang diberikan setiap bulan kepada 

pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-

rapat dinas. 
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5. Tunjangan jabatan, yaitu uang yang diberikan setiap bulan kepada 

pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, 

wakil ketua, dan anggota DPRD yang besarannya 145 persen dari 

masing-masing uang representasi . 

6. Tunjangan Alat Kelengkapan 

7. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya 

8. Tunjangan Komunikasi Intensif. yaitu tunjangan berupa uang yang 

diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam 

rangka mendorong peningkatkan kinetja dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. 

9. Tunjangan Reses 

10. Dana Operasional, yaitu uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD 

setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 

dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain. 

11. Tunjangan PPh yaitu untuk komponen gaji dan tunjangan dari nomor 

1-10 PPh ditanggung oleh APBD dalam bentuk tunjangang PPh, 

sedangkan PPh atas tunjangan komunikasi intensif dan dana 

operasional dibebankan kepada yang bersangkutan. 

12. Uang duka dan bantuan pengurusan jenasah. Uang duka yang 

diberikan kepada pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal tidak 

dalam menjalankan tugas, besarannya dua kali uang representasif, dan 

jika meninggal dunia dalam menjalankan tugas, besarannya enam kali 

uang representatif yang diberikan kepada ahli war is. 
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13. Tunjangan kesejahteraan, yaitu tunjangan yang disediakan berupa 

pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada 

pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan 

DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan 

DPRD,serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya. 

14. Uangjasa pengabdian, yaitu uang yang diberikan kepada pimpinan dan 

anggota DPRD atas jasa dan pengabdiannya setelah yang bersangkutan 

diberhentikan dengan hormat. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Bagian Keuangan Sekretariat 

DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Putu Wirasata sebagai berikut: 

" ..... . insentif anggota DPRD ini sesuai dengan PP nom or 18 tahun 2017 
tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD yang baru berlaku. Dalam PP ini ada fasilitas-fasilitas baru yang 
diberikan kepada anggota DPRD. Yang jelas, untuk operasional 
dilumsum," (hasil wawancara hari Kamis 7 Juni 2018 di Sekretariat DPRD 
Provinsi Kepulauan Riau) 

Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Hersey ,dkk dalam Wibowo 

(2015:87-88) menyatakan bahwa motivasi adalah alasan atau pendorong bagi 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajemen memfasilitasi motivasi kepada 

karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan 

tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, 

memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan 

pekerjaan, menyediakan sumberdaya yang diperlukan dan menghapuskan 

tindakan yang mengakibatkan disinsentif. Melihat dari data dan hasil wawancara 

serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa Sekretariat DPRD dan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah memberikan hak-hak yang dimiliki 
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oleh pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 

tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD akan menghasilkan 

sebuah porduk hukum berupa Perda. Perda yang dihasilkan ini nantinya akan 

dirasakan oleh masyarakat dan sejauh mana diterima oleh rnasyarakat. Berikut 

wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau antara 

lain, Bapak Silverius Yunirman : 

" ... .. Sejujumya, karni tidak mengetabui apa saja Perda yang dihasilkan 
oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin karena kurang sosialisasi 
sehingga, karni tidak tahu manfaatnya kepada karni masyarakat," (hasil 
wawancara Senin 11 Juni 2018 di Kota Tanjungpinang) 

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Edward Yunirman, masyarakat 

Kota Batam sebagai berikut : 

" ... .. Pemerintah harus Iebih aspiratif lagi menghasilkan Perda. Jangan 
hanya Perda kewajiban. Perhatikan kebutuhan rnasyara.kat apa. Kemarin, 
Perda bantuan hukum sudah bagus, tapi sampai sekarang sosialisasi nya 
belurn rnaksirnal sehingga masyarakat banyak yang belum 
mengetahuinya," (hasil wawancara hari Selasa 12 Juni 2018 di Kota 
Batam) 

Masukan dan keinginan masyarakat merupakan sumber inspirasi dan 

motivasi bagi anggota DPRD untuk mencarikan solusi dan aspirasi serta 

keinginan dan harapan yang diinginkan. Melihat dari data dan basil wawancara 

serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa masyarakat masih kurang 

puas terhadap basil kinerja Perda yang dihasilkan. Penyebabnya adalah kurangnya 

sosialisasi dan masih belurn rnengakomodir kepentingan masyarakat banyak. 
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7. Peluang 

Sebagai seorang anggota DPRD, diharapkan untuk dapat selalu berada di 

tengah-tengah pemilihnya. Kondisi ini membuat seorang anggota DPRD harus 

pintar membagi waktu antara menyerap aspirasi dan membuat legislasi. Dengan 

pembagian waktu yang tepat, maka DPRD dapat menghasilkan karya Perda yang 

mengacu kepada aspirasi masyarakat. 

Berikut wawancara yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

Bapak Jumaga Nadeak, sebagai berikut: 

".. .. . Sistem kolektiaf kolegial memberikan peluang yang sama kepada 
setiap pimpinan, karena keputusan yang kami ambil secara bersama-sama. 
Sebagai ketua DPRD saya juga memberikan kesempatan dan waktu bicara 
yang sama kepada seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan baik," (hasiJ wawancara hari Senin 4 Juni 2018 eli 
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau) 

Sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Komisi II Rotman Hutapea 

sebagai berikut : 

" .... . Semua anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh 
sebab itu, sebagai ketua Komisi, saya memberikan kesempatan bagi 
seluruh anggota komisi untuk berkarya dan memberikan waktu 
secukupnya, tanpa ada intervensi sedikitpun dari Saya selaku ketua Komisi 
selagi tidak menabrak aturan hukum yang berlaku," (basil wawancara hari 
Selasa 5 Juni 2018 di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau). 

Setiap anggota D.PRD mempunyai peluang yang sama dan waktu yang 

sama dalam berkarya. Anggota DPRD mendapatkan hak yang sama dalam setiap 

rapat-rapat. Berikut suasana rapat DPRD dalam mengemukakan pendapatnya 

bersama organisasi perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. 

Peluang merupakan suatu kesempatan yang diberikan untuk seseorang, 

kelompok dan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan 
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teori yang dikemukakan Hersey,dkk dalam Wibowo (2015:87-88) menyatakan 

bahwa peluang yang dibutuhkan pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk 

menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada 

ada kekurangan kesempatan untuk berprestasi yaitu ketersediaan waktu dan 

kemampuan untuk memenuhi syarat. 

Gambar4.3 
Rapat DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah 

Sumber: Dokumentasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2018 

Tugas untuk mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih 

banyak dan mengambil waktu yang tersedia. Jika pekerja dihindari karena 

supervisor tidak percaya terhadap kualitas atau kepuasan konsumen mereka secara 

efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi. 

Melihat dari data dan basil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, 

menyatakan bahwa lembaga DPRD sudah memberikan kesempatan dan waktu 

yang seluas-luasnya untuk anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk 

berkarya, selagi tidak melanggar koridor hukum yang berlaku. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kinerja DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau dimasa yang akan datang sebagai berikut. 

1. Kinerja anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan fungsi 

legislasinya kurang baik. Hal ini tergambar dengan tidak tercapainya target 

lahimya Peraturan Daerah yang ditargetkan pada tahun anggaran 20 1 7 yang 

lalu. Berdasarkan analisis penulis, bahwa terdapat beberapa penyebab tidak 

tercapainya fungsi legislasi yang dibuat oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 

Pertama adalah minimnya waktu yang ditetapkan untuk membahas setiap 

peraturan daerah. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan anggaran keuangan 

yang memadai yang berdampak besar kepada kegiatan anggota Dewan dalam 

menjalankan fungsi legislasinya. Adapun faktor-faktor pendukung kinerja 

DPRD antara lain sifat-sifat kepribadian, motivasi dan pendidikan temyata 

juga memiliki dampak positif dalam peningkatan kinerja DPRD, selain itu 

pula faktor-faktor penghambat kinerja DPRD memang ada. Namun relatif 

kecil dan tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan 

masyarakat maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau. 

2. Bahwa yang mempengamhi kualitas kinerja legislasi anggota DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau tahun anggaran 2017 lalu temyata bukan faktor tingkat 
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pendidikan anggota Dewan saja, namun juga didasari faktor pengalaman dan 

skil. Faktor pendukung lainnya yaitu staf yang mumpuni dibutuhkan dalam 

memberikan masukan demi lahirnya legislasi yang baik. 

B. Saran 

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam kesimpulan, faktor yang 

mempengaruhi rendahnya kinerja legislasi anggota DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau adalah terbatasnya waktu pembuatan Peraturan Daerah dan terbatasnya 

anggaran. Oleh sebab itu, maka disarankan kepada pimpinan dan anggota DPRD 

Kepulauan Riau untuk : 

a. Menata kembali personalia anggota DPRD yang terlibat dalam sebuah 

pembuatan perda. Sehingga nantinya anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

yang terlibat dalam pembuatan sebuah Peraturan Daerah dapat efektif 

sehingga kesepakatan tentang target yang harus dicapai dalam pelaksanaan 

pembentukan Perda sesuai dengan hal-hal yang disepakati bersama dalam 

program pembentukan peraturan daerah. 

b. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau harus mengkoordinasikan 

kembali kepada bagian keuangan dan organisasi perangkat daerah yang 

berkompeten untuk inerevisi kembali alokasi anggaran untuk pembentukan 

Perda. Sehingga kedepan, anggaran bukan menjadi masalah yang menghambat 

kinerja DPRD dalam melahirkan Perda yang handal. 

c. Untuk PNS yang bertugas membantu anggota DPRD, Juga harus rutin 

mendapatkan pelatihan agar dapat mengikuti perkembangan aturan yang ada. 
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d. Secara teoritis, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar 

penelitian tentang kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi 

diperdalam dan menyempurnakan penelitian ini yang belum dapat diteliti dan 

ditemukan solusinya. Selain itu, perlu ada data pembanding tentang 

pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa sekarang 

dengan masa yang akan datang. 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangan-undangan. 

Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum 

Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi 
Kepulauan Riau . 

Tesis : Muhamad Alamudi (2015), Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi 
Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi 
Sumatera Selatan Belum Eftkt!f 

Tesis: Muhammad Arif (2012), Kinerja Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kota 
Tanjungpinang da/am Pelaksanaan Fungsi Penganggaran, Pengawasan 
dan Legislasi 

Tesis : Nesya Ayu Wardani (2013), Ana/isis Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD 

Provinsi Banten 

Tesis: Tony Kurniadi (2013), Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Studi Tentang Penyusunan 

Ranperda) 

Tesis: Chomzah (2014), Pelaksanaan Undang-Undang 22 Tahun 2019tentang 
Otonomi Daerah da/am Pelaksanaan Fungsi Legislasi 
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PEDOMAN WAW ANCARA 

ldentitas Informan 
1. Nama . . ............................................................... . 
2. Jabatan 
3. Pendidikan 

Mohon dijawab denganjujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya 

1. TUJUAN 
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan Perda 
1. Apakah tujuan dari fungsi legislasi ? 
2. Apakah tujuan dari pembentukan Perda ? 

2.STANDAR 
B. Standar dari Fungsi Legislasi 
1. Mohon dijelaskan proses pembahasan Ranperda di Provinsi Kepulauan Riau 
pada tabun 2017. 
2. Dalam tahun anggaran 2017, berapa banyak ranperda yang diajukan? 
3. Dalam tahun anggaran 2017, berapa banyak ranperda yang dibahas? 
4. Dalam tahun anggaran 2017, berapa banyak ranperda yang disahkan menjadi 
Perda? 

3. UMP AN BALIK 
C. Umpan Balik dalam Menjalankan Fungsi Legislasi 
1. Mohon dijelaskan sumber anggaran pembuatan ranperda tahun anggaran 2017 
2. Untuk tahun 2017 lalu, apakah DPRD Provinsi Kepri menggunakan hak 
inisiatifuya membentuk Perda? 
3. Dalam pembahasan Ranperda 2017, sejauhmana araban dan masukan dari 
koordinator pansus? 

4. ALAT atau SARANA 
D. Alat a tau Sarana Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi 
1. Bagaimana proses dalam penyusunan jadwal pembahasan ranperda? 
2. Untuk setiap pembahasan ranperda, apakah anggaran yang disediakan 
mencukupi? 
3. Sebagai fungsi pendukung, apakah Sekretariat DPRD menyiapkan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan? 

5. KOMPETENSI 
E. Kompetensi Somber Daya Manusia dalam Mendukung Terlaksananya 
Fungsi Legislasi 
1. Menurut anda, apakah pendidikan anggota DPRD yang ada mumpuni dalam 
menjalankan fungsi legislasi? 
2. Apakah setiap anggota DPRD memi1iki pengalaman dan dibekali pelatihan 
untuk menambah kemampuan legislasinya? 
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6. MOTIVASI 
F. Motivasi dalam Menjalankan Fungsi Legislasi 
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah insentifbagi anggota DPRD sudah sesuai? 
2. Menurut Bapak!Ibu, apakah Perda yang dihasilkan DPRD sudah sesuai 
kebutuhan? 

7.PELUANG 
G. Peluang dalam Menjalankan Fungsi Legislasi 
1. Menurut Bapak Ibu, apakah setiap anggota DPRD diberikan akses dan peluang 
terlibat dalam pembahasan ranperda seluas-luasnya? 
2. Menurut Bapak Ibu, apakah waktu diberikan untuk setiap pembahasan ranperda 
cukup? 
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Lampiran 2 
Pen gam bilan Berkas 
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0 Kab&J. Umum 

Lampiran 3 

Surat Penelitian 

( _____ _ 

Catatatr Sekretaria DPRD 
Kepada : 

0 Kabag. Ktiiiiii&D 

P]af. a taoaaal 

,.~ ..-, 
Ju aga Nadeak, SH 

C2':) KaboJ. PPH 

Hamidi, AP. M.Si 
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' 
f/~~ RJSET, TEKNOLOOI, DANPENDID~ TINGGI 

~,· ==- UNIVERSITAS TERBUKA 
~ Ua.it Prognm Belajar Jank Jauh (UPBJJ.UT) Batam 

Jl. Dr. Sutomo No. 3 Sdcupang. Batam 29422 
UIIMRSI'W TtRaUKA Telepon: onS-326189, 323478, 323469, 323470, Fabimile: 0771J..323479 

Nomor 
Lampiran 
Hal 

Kepada Yth. 

' £.mail: Ut·batam@uLac.jd 

: 178/UN31.S9/kM/2018 
: 1 Proposal 
: Permohonan Pengambllan Data Penelitlan 

Batam, 06 Maret 2018 

Ketua OPRO Provlnsl Kepulauan Rlau 
diTempat 

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhlr Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana 
Univfirsitas Terbuk.a, Un!t Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) UT Batam, mahasiswa perlu 
melakukan pengumpulal) ~ta sesual dengan judul TAPM sebagalmana proposal terlampfr. 

Sehubungan dengan hal tersebut. mohon berkenan membantu mahasiswa berikut untuk 
memperoleh data penelltlan yang dibutuhkan. 

Nama : Patrick Nababan 
NIM : 500704655 
Program Studl : Magister Admlnistrasi Publik 
Judul TAPM : Analisls Kinerja OPRD Provinsl Kepulauan Rlau 

Data - data yang diperoleh mahaslswa dlpergunakan hanya untuk kepentingan penelitlan 
ilmlah. 

Oemlklan kaml sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Jcaml ucapkan tenmakasih. 

_ ..... :::.., ... 
... 

Plh.Kepala~ 

-:>'' ~'PJ. B,idang R~gistrasi dan Pengujlan 

l ft ~L-.:<4-_· "~ ~r~ ~ 
\ #.? ~ .. ...,\ 

, Albert Gamot Malau, S.SI., M.SI 
\:, 1 . NIP 19700430 199703 1 002 
' ~ 
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